




A. Kajian Umum Tentang Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual 
beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji 
menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai 
pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian 




1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada 
pembeli. 
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada 
penjual. 
Menurut Salim, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang 
dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.
2
 Di dalam perjanjian itu 
pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada 
pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk 
membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.
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Menurut Wirjono Prodjodikoro, jual beli adalah suatu 
persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan 




Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat 
mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) 
mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk 
memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh 




2. Unsur-Unsur Pokok Jual Beli 
 Setelah menjelaskan mengenai pengertian jual beli, penulis akan 
menjelaskan mengenai unsur-unsur pokok jual beli, diantaranya adalah 
sebagai berikut : 
a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli. 
b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang 
dan harga. 
c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan 
pembeli. 
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Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, 
dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga 
dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah 
lahir apabila kedua belah pihak setuju tentang harga dan barang. Sifat 
konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:
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“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak 
seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan 
harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya 
belum dibayar.” 
3. Kewajiban Para Pihak 
a. Kewajiban-Kewajiban Si Penjual 
Berdasarkan pasal 1473 KUHPerdata, kewajiban penjual yakni : 
1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada 
pembeli. 
2. Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan (vrijwaring), 
bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik 
yang berupa tuntutan maupun pembedaan. 
b. Kewajiban-Kewajiban Si Pembeli 
Sebagaimana Pasal 1513 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa : 
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 “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga 
pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan 
menurut perjanjian.” 
Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan 
penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran 
harga. 
Terkait dengan jual beli yang telah diuraikan oleh penulis tersebut 
di atas, terdapat suatu keharusan adanya itikad baik di dalamnya. 
Sebagaimana yang tercantum di dalam Black’s Law Dictionary, yang 
dimaksud itikad baik atau good faith adalah :
7
 
“A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purposes. (2) 
faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable 
commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or 
(4)absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage”. 




Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang 
yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak 
lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang 
buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. 
B. Kajian Umum Tentang Hak Milik Atas Tanah 
1. Pengertian Tanah 
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Secara umum, sebutan tanah dapat dipakai dalam berbagai arti, 
karena itu dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar dapat 
diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Tanah dapat 
diartikan : 
1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali 
2. Keadaan bumi di suatu tempat 
3. Permukaan bumi yang diberi batas 




Pasal 4 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) menjelaskan 
bahwa dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai 
suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA sebagaimana 
dalam Pasal 4 bahwa hak menguasai dari negara ditentukan adanya 
macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Dengan 
demikian tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai 
permukaan bumi. 
Sedangkan menurut pendapat Jhon Salindeho mengemukakan 
bahwa : 
 “Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan 
bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam 
kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, 
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lalu ia jua yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan 
pembangunan”. 
 Berdasarkan pengertian tanah tersebut, tanah mempunyai nilai 
ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang 
untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang 
bernilai ekonomis. Selain bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan, 
tanah juga sering menimbulkan berbagai macam persoalan bagi manusia 
sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya 
agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.  
2. Hak Milik Atas Tanah 
 A. Pengertian Hak Milik Atas Tanah 
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang, untuk 
memakai tanah yang diberikan kepada orang dan badan hukum. Pada 
dasarnya tujuannya memakai tanah (secara universal) adalah untuk 
memenuhi 2 (dua) jenis kebutuhan, yaitu : 
a. Untuk diusahakan, misalnya usaha pertanian, perkebunan, 
perikanan (tambak), atau peternakan. 
b. Untuk tempat membangun sesuatu (wadah), misalnya untuk 
mendirikan bangunan, perumahan, rumah susun (gedung bangunan 




Setiap hak atas tanah memberikan kewenangan memakai suatu 
bidang tanah tertentu, untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kewenangan 
memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan mengambil manfaat 
dari suatu bidang tanah tertentu. 
C. Kajian Umum Tentang Jaminan 
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 
“Zekerheid” atau “Cautie. Zekerheid atau Cautie mencakup secara umum 
cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping 
pertanggungjawaban umum debitur terhadap hutang-hutangnya.
10
Jaminan 
tersebut berupa kesanggupan debitur membayar hutangnya tepat pada 
waktunya. 
Hartono Hadisoeprapto memberikan pengertian jaminan sebagai 
sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan 
bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang 
yang timbul dari suatu perikatan. Salah satu contoh perikatan tersebut 
adalah perjanjian kredit (perjanjian hutang-piutang). 
Jaminan tersebut juga merupakan bentuk pengamanan oleh kreditur 
dimana sebelum debitur menerima kredit, debitur harus memberikan 
jaminan berupa tanah yang dituangkan dalam SHM (Sertipikat Hak Milik) 
atas tanah. Jaminan berupa tanah itulah yang nantinya akan digunakan 
oleh kreditur untuk melunasi hutang debitur dan apabila terdapat sisa 
dalam pelelangan  di kantor lelang maka akan dikembalikan oleh kreditur. 
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Terkait dengan teori perjanjian, maka para pihak berkehendak 
untuk mengadakan perjanjian kredit dan salah satu pihak memiliki 
kepercayaan pada pihak lainnya bahwa pihak lain tersebut akan melunasi 
hutang tepat pada waktunya. 
Terkait dengan teori perlindungan hukum sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi 




Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah suatu 
sengketa. Perlindungan hukum tersebut digunakan sebagai acuan untuk 
kebebasan bertindak, karena diharapkan dengan adanya perlindungan 
hukum secara preventif tersebut memperkecil kemungkinan mengenai 
dampak yang akan terjadi akibat perbuatan pemerintah tersebut dan lebih 
berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan karena ada rambu-rambu 
atau batasan-batasannya. 
Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan 
hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Maknanya berbeda 
dengan perlindungan hukum preventif, karena perlindungan hukum secara 
represif mempunyai makna hukum baru hadir dan berfungsi ketika 
perselisihan/persengketaan tersebut terjadi, karena sebenarnya aturannya 
sudah diatur oleh pemerintah. Perlindungan hukum represif merupakan 
upaya akhir dari tindakan pemerintah untuk memberikan sanksi bagi yang 
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melanggarnya berupa denda, penjara, dan hukuman lainnya. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya 
pemerintah melalui aturan-aturan yang dibuatnya untuk melindungi setiap 
orang tanpa terkecuali agar terciptanya keadilan, kepastian, dan 
kemanfaatan. 
Terkait dengan adanya jaminan tersebut maka kreditur mendapat 
perlindungan terkait kewajiban debitur dan kepercayaan kreditur bahwa 
debitur akan melunasi hutangnya, serta adanya jaminan kebendaan berupa 
kebendaan yang dapat digunakan ketika debitur melakukan wanprestasi. 
Fungsi utama lembaga jaminan adalah di satu sisi merupakan 
kebutuhan bagi kreditur atau bank untuk memperkecil resiko dalam 
menyalurkan kredit. Selain itu jaminan sebagai sarana perlindungan bagi 
keamanan kreditur yaitu kepastian pelunasan hutang atas pelaksanaan 
suatu prestasi oleh debitur atau penjamin debitur. Apabila debitur mampu 
menyelesaikan segala kewajiban memenuhi prestasinya yang dijamin 
dengan jaminan benda bergerak ataupun tidak bergerak dipenuhi oleh 
debitur dengan baik, maka benda jaminan tidak tampak peranannya. Tetapi 
ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang 
diperjanjikan dengan kreditur, dalam hal demikian debitur dikatakan telah 
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Keharusan adanya jaminan tersebut tercantum di dalam penjelasan 
pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang 
menyatakan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko 
sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas 
perkreditan yang sehat. Oleh karena itu jaminan pemberian kredit dalam 
arti keyakinan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai 
dengan yang diperjanjikan merupakan faktor prnting yang harus 
diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum 
memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama 




Terdapat dua asas pemberian jaminan jika ditinjau dari sifatnya 
sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang : 
1. Jaminan bersifat umum adalah jaminan yang diberikan oleh 
debitur kepada setiap kreditur , hak-hak tagihan mana tidak 
mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur 
yang satu dengan kreditur lainnya. 
2. Jaminan bersifat khusus merupakan jaminan yang diberikan 
oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana 
mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai 
kreditur privilege (hak preverent).
14
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Adanya jaminan kredit merupakan suatu persyaratan guna 
memperkecil resiko bank dalam hal penyaluran kredit. Jaminan kredit oleh 
calon debitur diharapkan dapat membantu memperlancar proses analisis 
pemberian kredit dari bank. Jaminan kredit tersebut harus : 
1. Secured, maksudnya jaminan kredit tersebut dapat diadakan 
pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan 
perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, apabila 
di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, bank telah 
mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk 
menjalankan suatu tindakan hukum. 
2. Marketable, maksudnya apabila jaminan tersebut harus, perlu, 
dan dapat dieksekusi, jaminan kredit tersebut dapat dengan 
mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi hutang debitur.
15
 
Pada dasarnya jenis-jenis jaminan kredit terdiri dari jaminan 
perorangan dan jaminan kebendaan yaitu : 
1. Jaminan perorangan 
Jaminan perorangan adalah jaminan seorang pihak ketiga 
yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban 
si debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan 
debitur. Menurut Soebekti, oleh karena tuntutan kreditur terhadap 
seorang penjamin tidak diberikan suatu privilege atau kedudukan 
istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur lainnya, 
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2. Jaminan kebendaan 
Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa hak mutlak atas 
suatu benda mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, 
dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya 
dan dapat dialihkan.
17
Jaminan kebendaan tersebut merupakan 
jaminan yang digunakan dalam permohonan kredit di bank, karena 
dengan adanya jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi maka 
kreditur berhak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek 
jaminan tersebut. Jaminan kebendaan tersebut dapat dibagi menjadi 
dua yaitu jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak 
bergerak. 
Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa barang 
baik bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk 
menjamin hutang debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari hutang 
tersebut tidak dapat dibayar  oleh debitur. Barang-barang yang dijadikan 
jaminan tersebut milik debitur dan selama menjadi jaminan hutang tidak 
dapat dialihkan dan dipindahtangankan baik oleh debitur maupun kreditur. 
Apabila debitur wanprestasi atas hutangnya, objek jaminan bukan 
bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.
18
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Tujuan dari jaminan kebendaan tersebut adalah memberikan hak 
untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada kreditur, terhadap hasil 
penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. 
Menurut sifatnya, jaminan kebendaan terbagi menjadi dua bagian.P 
ertama, jaminan dengan benda berwujud (materiel) dapat berupa 
benda/barang bergerak dan atau benda /barang tidak bergerak. Kedua, 
jaminan dengan benda tidak berwujud (imateriel) ialah lazimnya diterima 
oleh bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih debitur terhadap 
pihak ketiga. 
Setelah menjelaskan tentang pengertian jaminan itu sendiri, penulis 
akan menjelaskan mengenai jaminan atas obyek hak atas tanah. Jaminan 
atas obyek hak atas tanah adalah suatu benda yang dijadikan tanggungan 
bagi sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur. Jaminan 
dalam perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur tersebut adalah 
SHM (Sertipikat Hak Milik) atas tanah. 
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang 
temuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 
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Terkait pengertian jaminan yang telah diuraikan oleh penulis di 
atas, penulis akan menjelaskan mengenai hak tanggungan karena jaminan 
erat kaitannya dengan hak tanggungan. 
D. Kajian Umum Tentang Hak Tanggungan 
1. Hakekat Hak Tanggungan 
Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang 
Berkaitan Dengan Tanah memberikan definisi Hak Tanggungan sebagai 
berikut : 
“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak 
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut 
atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 
dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 
kreditor-kreditor lain.” 
 Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur hak tanggungan 
adalah : 
a. Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah 
b. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu 
c. Untuk pelunasan utang tertentu 
15 
 




Hak tanggungan merupakan jaminan berupa tanah yang dijadikan 
jaminan tambahan di bank. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi bank 
apabila debitur tidak memenuhi prestasi (kewajibannya). Jaminan tersebut 
memberikan kedudukan yang diutamakan daripada kreditur-kreditur lain 
apabila debitur wanprestasi dan memiliki lebih dari satu hutang. Sehingga 
dengan adanya hak tanggungan tersebut, akan memberikan kepastian 
hukum kepada kreditur bahwa ia memiliki kedudukan yang diutamakan 
atas pelunasan utang yang dijadikan jaminan hak tanggungan oleh pihak 
debitur. 
Adapun yang menjadi ciri-ciri hak tanggungan sebagai hak 
kebendaan, adalah sebagai berikut : 
a. Hak tanggungan merupakan hak jaminan kebendaan 
b. Hak jaminan kebendaan yang dimaksud adalah jaminan 
kebendaan atas tanah, baik berikut maupun tidak berikut benda-
benda lain yang berkaitan dengan dan merupakan satu kesatuan 
dengan tanah, yang berada di atas maupun di bawah permukaan 
tanah sepanjang benda-benda lain yang berkaitan dengan dan 
merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan. 
c. Pembebanan hak tanggungan yang dimaksud sebagai jaminan 
pelunasan utang tertentu. 
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d. Hak tanggungan memberikan kedudukan istimewa, yang 
diutamakan atau hak mendahului kepada pemegang hak 




2. Subjek dan Objek Hak Tanggungan 
Subjek dan objek hak tanggungan terkait dengan teori perjanjian, 
yang mana dalam suatu perjanjian terdapat para pihak yang telah sepakat 
untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak 
tersebut. Pada suatu perjanjian kredit, para pihak disebut dengan kreditur 
dan debitur. 
Subjek dalam hak tanggungan diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 
Undang-undang Hak Tanggungan. Kedua pasal tersebut menentukan yang 
dapat menjadi subjek hak tanggungan adalah pemegang hak tanggungan 
dan pemberi hak tanggungan. 
Pemberi hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan 
hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 
terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Sedangkan pemegang 
hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang 
berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. 
Terkait dengan teori perjanjian, pihak pemegang hak dan pemberi 
hak tanggungan melakukan suatu perbuatan hukum berupa perjanjian 
kredit dengan jaminan berupa hak atas tanah. Para pihak telah 
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memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya 
perjanjian. Selain itu para pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya 
dan memiliki suatu kepercayaan bahwa debitur akan melunasi hutangnya 
tepat waktu. 
Pasal 4 Undang-undang Hak Tanggungan telah menentukan 
tentang hak atas tanah yang dapat dijadikan objek hak tanggungan, yaitu : 
a. Hak Milik 
b. Hak Guna Usaha 
c. Hak Guna Bangunan 
d. Hak Pakai atas Tanah Negara, yang menurut sifatnya dapat 
dipindahtangankan 
e. Hak-hak atas Tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya 
yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan 
dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang 
hak atas tanah. 
Pada dasarnya yang menjadi objek hak tanggungan adalah hak-hak 
atas tanah yang memenuhi dua persyaratan, yaitu wajib didaftarkan (untuk 
memenuhi syarat publisitas) dan dapat dipindahtangankan untuk 
memudahkan pelaksanaan pembayaran utang yang dijamin pelunasannya. 
3. Asas-asas Hak Tanggungan 
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Hak tanggungan sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan atas 
tanah untuk pelunasan utang tertentu mempunyai beberapa asas, yaitu :
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a. Asas publisitas 
b. Memberikan kedudukan yang diutamakan (droit de preferent) 
atau kedudukan yang diutamakan dari kreditur lainnya 
c. Asas hak kebendaan 
d. Asas spesialitas 
e. Asas mudah dan pasti pelaksanaan eksekusi 
f. Asas accessoir 
g. Asas pemisahan horizontal 
h. Asas accessie 
Asas publisitas tercantum di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-
undang Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa : 
“Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor 
pertanahan.” 
Oleh karena itu, pendaftaran hak tanggungan merupakan syarat 
mutlak untuk lahirnya hak tanggungan tersebut dan mengikatnya hak 
tanggungan terhadap pihak ketiga. 
Memberikan kedudukan yang diutamakan (droit de preferent), 
sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak 
Tanggungan yang menyatakan apabila debitur cidera janji atau lalai 
melakukan pembayaran hutang, maka kreditur pemegang hak tanggungan 
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memiliki hak untuk diutamakan di dalam pelunasan hutangnya dan berhak 
menjual jaminan tersebut. 
Asas kebendaan (droit de suite), sebagaimana yang diatur di dalam 
Pasal 7 Undang-undang Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa hak 
tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun benda tersebut 
berada. Dengan demikian, meskipun hak atas tanah berpindah kepada 
pihak lain, namun hak tanggungan yang ada akan tetap melekat pada objek 
tersebut dan tetap memiliki kekuatan yang mengikat.  
Asas spesialitas terwujud dalam uraian mengenai objek hak 
tanggungan yang dituangkan dalam sertipikat hak tanggungan. 
Asas mudah dan pasti pelaksanaan eksekusi, kemudahan dan 
kepastian pelaksanaan eksekusi terjadi dengan adanya sifat hak melakukan 
eksekusi dari pemegang hak tanggungan dengan mencantumkan irah-irah 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA” pada sertipikat hak tanggungan. Adanya irah-irah tersebut, apabila 
debitur wanprestasi maka eksekusi langsung dapat dilakukan tanpa 
meminta persetujuan melalui pengadilan. 
Asas accessoir, hak tanggungan adalah perjanjian ikutan dan tidak 
merupakan hak yang berdiri sendiri. Adanya dan hapusnya perjanjian 
ikutan tergantung dari perjanjian pokok. Sehingga perjanjian tambahan 
tersebut tergantung pada jaminan pokoknya, dan apabila perjanjian 
tambahan hapus belum tentu perjanjian pokoknya juga menjadi hapus. 
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Asas pemisah horizontal, yang mengajarkan hak atas tanah terpisah 
dari benda-benda yang melekat di atasnya. Undang-undang Hak 
Tanggungan menganut ajaran tersebut, yang terdapat pada penjelasan 
umum angka 6 UUHT, tetapi berlakunya tidak secara otomatis. 
Penerapannya terjadi jika diperjanjikan yang dituangkan di dalam APHT 
(Akta Pemberian Hak Tanggungan). Sehingga suatu hak atas tanah tidak 
secara otomatis terpisah dari benda-benda yang melekat diatasnya tetapi 
harus melakukan perjanjian terlebih dahulu sebagaimana yang termuat di 
dalam APHT nya. 
Asas accessie, yang menyatakan bahwa benda-benda yang melekat 
sebagai kesatuan dengan tanah, karena hukum mengikuti hukum benda 
pokok. Penerapan asas tersebut didasarkan pada perjanjian, yaitu ketika 
para pihak sepakat yang isinya benda-benda yang melekat sebagai 
kesatuan dengan tanah, maka harus dituangkan secara tegas di dalam 
APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan). 
4. Lahir dan Hapusnya Hak Tanggungan 
Lahir dan hapusnya hak tanggungan terkait dengan teori kepastian 
hukum. Adanya kewajiban untuk mendaftarkan hak tanggungan dalam 
proses pemberian kredit dengan jaminan hak atas tanah bermaksud untuk 
memberikan kepastian mengenai kapan lahirnya hak tanggungan dan 
kapan berakhirnya hak tanggungan. Lahirnya hak tanggungan tersebut 
memberikan suatu kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan utang 
jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. 
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Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, 
pembebanan hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 
Selain itu, di dalam Pasal 13 ayat (5) jo ayat (4) UUHT juga menyatakan 
bahwa hak tanggungan lahir pada hari ketujuh setelah kantor pertanahan 
menerima surat-surat yang diperlukan dalam pendaftaran dan jika hri 
tersebut merupakan hari libur maka buku tanah yang bersangkutan diberi 
tanggal kerja hari berikutnya. Lahirnya hak tanggungan tersebut maka 
akan membuktikan lahirnya hak yang diutamakan bagi kreditur pemegang 
hak tanggungan dan memiliki kedudukan yang diutamakan atas jaminan 
tersebut (hak preferent). 
Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, sebagaimana yang 
dijelaskan di dalam Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan, Kantor 
Pertanahan menerbitkan sertipikat hak tanggungan. Sertipikat hak 
tanggungan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial sehingga apabila 
debitur wanprestasi maka dapat langsung dilakukan eksekusi, karena 
kekuatan sertipikat hak tanggungan sama halnya dengan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
Sedangkan sebab-sebab hapusnya hak tanggungan tercantum di 
dalam Pasal 18 Undang-undang Hak Tanggungan, yaitu : 
a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan 
b. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan 
c. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat 
oleh Ketua Pengadilan Negeri 
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d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
